
 

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  8 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 

7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  

GURU-GURU, PENGAWAS DAN PEGAWAI TATA USAHA SMA, SMK DAN 

PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Guru, Pengawas Dan 
Pegawai Tata Usaha SMA, SMK, dan Pendidikan Luar Biasa 
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Bagi Guru, Pengawas Dan Pegawai Tata Usaha 
SMA, SMK, dan Pendidikan Luar Biasa Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 

b. bahwa pada perkembangannya perlu mengubah cara 
pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk 

kepada Guru, Pengawas Dan Pegawai Tata Usaha SMA, 

SMK, dan Pendidikan Luar Biasa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru, Pengawas 
Dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK, dan Pendidikan Luar 
Biasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1622); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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12.  Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2); 

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Guru, Pengawas Dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK, Dan 
Pendidikan Luar Biasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2017 Nomor 7); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 

TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN BAGI GURU, PENGAWAS DAN PEGAWAI 

TATA USAHA SMA, SMK, DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 

TENGAH. 

 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) 
dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Guru, Pengawas Dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK, Dan 
Pendidikan Luar Biasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2017 Nomor 7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

 

Pasal 2 

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Guru, Pengawas 

dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan 
Khusus yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan berdasarkan beban kerja, dan tempat 
bertugas. 

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dibayarkan secara terpisah dengan pembayaran gaji 
PNS dan CPNS. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 
2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

 
 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  2 April 2018 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SUGIANTO SABRAN 

 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  2 April 2018 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

FAHRIZAL FITRI 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 8 

 

 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 

ttd 

 

HASANUDIN 

NIP. 19580614 197901 1 001 

 


